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BAB III  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi diversi di 

Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan 

diversi kemudian dikelompokkan menurut Lawrance M. 

Friedman menjadi 2 (dua) aspek sistem hukum yaitu Pertama, 

aspek struktur hukum (legal structure) terkait kualitas aparat 

penegak hukum dimana masih terdapat beberapa oknum aparat 

penegak hukum yang tidak mengupayakan diversi pada suatu 

perkara Anak dan tidak adanya bidang khusus diversi serta 

fasilitator khusus yang diperuntukkan untuk mengangani suatu 

kasus diversi. Kedua, kelemahan aspek budaya hukum (legal 

culture) terkait cara pandang masyarakat yang sulit menerima 

adanya upaya diversi dalam penyelesaian perkara Anak yang 

juga disebabkan oleh kurang nya ilmu serta pengetahuan 

masyarakat mengenai diversi itu sendiri.  

Rekonstruksi implementasi diversi dalam UU SPPA 

adalah rekonstruksi dalam cara berpikir dan cara pandang 

terhadap Anak yang melakukan perbuatan pidana yang 

berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:  
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a. Rekonstruksi implementasi diversi dalam komponen 

struktur hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pengetahuan serta kesadaran aparat penegak hukum 

mengenai maksud dan tujuan dari diversi yang wajib 

berlandaskan pada UU SPPA. Rekontruksi diversi dalam hal 

ini dilakukan dengan berlandaskan pada Sila Pertama 

Pancasila yang dimana dalam proses penyelesaian perkara 

Anak dalam UU SPPA wajib mengutamakan dimensi 

kekhususan Anak dan melihat Anak dari sisi kekhususannya 

sehingga diperlukan kesadaran dan kepedulian aparat 

penegak hukum untuk melindungi kepentingan Anak 

tersebut. Selain itu, untuk mencegah kegagalan diversi 

rekonstruksi implementasi diversi dapat dilakukan dengan 

membentuk suatu badan atau lembaga khusus fasilitator 

diversi yang wajib mengikuti pelatihan khusus bersertifikasi 

untuk menangani suatu perkara Anak.  

b. Rekonstruksi implementasi diversi dalam komponen budaya 

hukum memfokuskan pemberian edukasi melalui sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai cara-cara penyelesaian perkara 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Aparat 

pengegak Hukum.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses 

penyelesain perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

wajib menjunjung tinggi asas-asas perlindungan Anak dan 

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas aparat pengak 

hukum dalam melaksanakan upaya diversi terhadap Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum yang sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam UU 

SPPA.   

2. Bagi masyarakat hendaknya mengutamakan jalur diversi 

sebagai alternatif terbaik dalam proses penyelesaian perkara 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan dapat 

mengimplementasi pelaksanaan diversi yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila.  
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